BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Penerapan Anggaran
Berbasis Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang
Tahun Anggaran 2018-2019 dan dengan melihat pada instrumen-instrumen
Anggaran Berbasis Kinerja, yaitu : Target Kinerja, Tolak Ukur Kinerja,
Analisi Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta faktor-
faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja maka dapat
disimpulkan bahwa:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang telah menerapkan
Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu sistem penganggaran yang
berfokus pada hasil yang ingin dicapai, tetapi dalam pelaksanaan
Anggaran Berbasis Kinerja tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Kupang masih mengalami kendala pada program dan kegiatan
yang telah direncanakan setiap tahunnya belum terlaksana dengan baik.

2. Terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran
berbasis kinerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang telah
sepenuhnya melakukan upaya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak
terkait untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada saat penerapan
Anggaran Berbasis Kinerja, dengan faktor antara lain:

a. Sumber Daya Manusia
b. Komitmen Organisasi

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana
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6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang diajukan adalah sebagai

berikut :

1.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang dalam penggunaan
instrumen-instrumen Anggaran Berbasis Kinerja yang ada antara lain:
Target Kinerja, Tolak Ukur Kinerja, Analisis Standar Belanja, Standar
Satuan Harga, Standar Pelayanan Minimal dan dengan sistem
penganggaran yang mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam
penyusunan Rencana Kerja Anggaran hal utama yang harus diperhatikan
adalah pendekatan indikator output dan outcome yang jelas terhadap
kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga nantinya dalam pengukurann
kinerja atau penilaian ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dapat terukur
dengan baik.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang perlu terus
memperbaiki kualitas sumber daya manusia, meningkatkan fungsi
koordinasi dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan terkait
kurangnya sarana dan prasarana dan menggunakan anggaran sebaik

mungkin.
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